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BUPATI KONAWE

PROVINSi SULAVVESi丁ENCGARA            ヽ

PERATURAN BUPAT!KONAWE NOMOR■ 7 TAHUN 20■ 5

TENTANG

TAttA CARA PENGANGGARAN′ PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN′ PERTANGGUNCJAWABAN

DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASIHIBAH DAN BANTUAN SOSIAL VANG

BERSttMBER DA誡 :ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasa: 42 Peraturan Menteri
Daiarn Negeri Nomor 39 Tahun 20■ 2 tentang PedOman
Pemberian H:bah dan Bantuan Sosia: yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Be:ania   Daerah,   Tata   Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,Pertanggung
jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaruasi Hiban dan

Bantuan Sosial diatur dengan Peraturan Bttpati;

bahwa berdasarkan  pertirnbangan sebagalFnana dirnaksud
pada huruf a,per:u menetapkan Peraturan Bupat:tentang Tata

Cara Penganggaran,  Pelaksanaan    dan    Penatausahaan,

Pertanggungiawaban  dan  Pelaporan serta  Monitoring dan

Evaluasi Hibah dan  3antuan  Sos:al  yang  bersumber  dari

Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah.

Undang_undang Nomor 8 Tahun ■985 tentang Organisasi
Kernasyarakatan(Lembaran Negara Republlk indonesia Tahun

■985 Nomor 44, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
:ndonesia Nomor 3298);

undang‐ undang Nomor■ 7 Tahun 2∞ 3 tentang Keuangan Negara

(LembaFan Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik:ndonesia Nomor 4286);

Undang_undang Nomor ■ Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor

5,Tambahan Lernbaran Negara Republik indonesia Nomor 4355)F

Mengingat    l ■1
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4. Undang-undang Nomor 1O Tahun 2OO4 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a389);

5. Undang-Llndang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2AO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 444$;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2t438);

7. Undang-Undang Homor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem
JaminanSosial Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4456);

8. Undangtndang Nomor L7. Tahun 2OO9 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor 1.2, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4967);

9. Peraturan Pemerintah Homor 57 Tahun 2OOE tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2OO5 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 45771;

lO.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NeEIara Republik
lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4578);

1'l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2t Tahun 2OL1, tentang
Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2OOG (Berita Ne€lara Republik lndonesia Tahun 2OLL
Nomor 31O);

l2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
PenanggulanganBencana (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan Lembaran Ne$ara Republik

lndonesia Nomor a723);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentan$

. t tlrr.



Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4737);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 41" Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Bepublik
indonesia Tahun 2AO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 474L);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 7t Tahun 2A1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2O1O Homor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5165);
l6.Pemturan Pemerintah Nomor 1O Tahun nLL tentang Tata

Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AL1- Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5202');

l7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OLZ tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OL2 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5272);

lS.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OLO tentang
Pengadaan Barangl/Jasa Pemerintah;

l9.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2AO7

tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Tahun 2OO7 Nomor 44)
20.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1O Tahun 2OO7

tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi
[ewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah

Tahun 2OOTNomor 44):

2l,.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor li| Tahun 2AA7
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kab.

Konawe (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Tahun 2AO7

Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT: KONAWE TENTANG TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN  SERTA  MONITOR:NG  PENGANGGARAN,  PELAKSANAAN  DAN
PENATAUSAHAAN DAN EVALUASi HIBAH DAN BANTUAN SOS:AL YANG BERSUMBER
DAR:ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



BABl
K□「ENTUAN UMU研

Pasal■

Dalarn Peraturan Menteriini,yang dirnaksud dengan:

■. Pemerintah Daerah adalah Gubernur,Bupati dan Walikota,dan perangkat daerah

sebagailJnsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Kepaia Daerah adalah Cubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah

kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah kota.

3. Dewan PenⅣ ak‖ an Rakyat Daerah yang selattutnya diSingkat DPRD atau sebutan

iain adalah lembaga pewakilan rakyat daerah sebagal unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

4. Keuangan Daerah adaiah semua hak dan kewaiiban daerah daiam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewaiiban

daerah tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah yang seianiutnya disingkat APBD adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disettJui

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan

daerah.

6. Peiabat Pengelola Keuangan Daerah yang selaniutnya disingkat PPKD adalah

kepala satuan ketta pengeiOla keuangan daerah yang meFnpunyai tugas
me:aksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umuFn daerah.

7. Satuan Keria Penge10:a Keuangan Daerah yang se:aniutnya disingkat SKPKD

adalah  perangkat daerah  pada  Pemerintah  Daerah yang melaksanakan
penge101aan APBD.

8. Satuan Keria Perangkat Daerah yang selaniutnya disingkat SKPD adaiah perangkat

daerah pada pemerintah daerah seiaku pengguna anggaran/barang

9. Tirn Anggaran Pemerintah Daerah yang se!attutnya disingkat TAPD adalah tirn

yang dibentuk dengan keputusan kepala daeran dan dipiFnpin Oleh sekretaris

daerah yang mempunyaitugas menyiapkan serta me!aksanakan kebiiakan kepala

daerah claiam rangka penirusunan APBD yang anggOtanya teFdiri dari peiabat

perencana daerah,PPKD dan:Ⅸ 導abatlainnya sesual dengan kebutuhan.

■0.Rencana Keria dan Anggaran PPKD yang selaniutnya disingkat RKA‐ PPKD adalah

rencana keria dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keLlangan selaku

Bendahara Umum Daerah.

■■.Rencana Keria dan Anggaran SKPD yang seianiutnya disingkat RKASKPD adalah

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program′  kegiatan dan
anggaran sKPD.

■2.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selaniutnya disingkat DPA‐ PPKD
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinaS/birO keuangan/bagian

keuarlgan selaku Bendahara umurln Daerah.



l3.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD

merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang
diglunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

14.Hibah adalah pemberian uan{barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

l5.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah
daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindun$ dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.

16.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosial yanEl ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,
fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial
akan sernakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

17.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya dising$<at NPHD adalah naskah
perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

lS.Organisasi kemasyarakatan adalah orElanisasi yang dibentuk oleh anggota
masyarakat warga negara Republik lndonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kegiatan, profesi, fungi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam ranglka mencapai
tuJuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik lndonesia yang
berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat
nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

19. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.



BABI:

RttANG L:NGKUP

Pasa1 2

Ruang iingkup Pe“ atuFan Bupati ini rrleliputi penganggaran, pelaksanaan dall
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungiawaban serta monitoring dan evaluasi

pettberian hibah dan bantuatt sosial yattg bersuttber dari APBD.

Pasa1 3

(■)Hib―dh Sebagairnana d行naksucl dal‐dm Pasa1 2 dapat berup‐d uang, barang, atau

Jasa.

(2)Bantuan scsial sebagairnana dirnaksud da:att Pasa: 2 dapat berupa uattg atau

barang.



BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang

pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernenuhi kriteria paling
sedikit:
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. tidak wajib, tidak men$kat dan tidak terus menerus setiap tahun anggAran,

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;dan

c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasa1 5

Hibah dapat diberikan kepada :

a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah lainnya;
c. Perusahaan Daerah;
d. Masyarakat; danl atau
e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

(t) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non

kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Konawe.
(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal5

huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
sebagai mana diamanatkan peratura n peru ndang-undanga n.

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah Clalam rangka penerusan hibah
yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksucl pada ayat (3)

dapat berbentuk:
a. Perusahaan Daerah;

b. Perseroan Terbatas.

7



c. Hibah kepada masyarakat sebagairnana dirnaksud dalam Pasa1 5
huruf  d diberikan kepacla keloinpok orang yang me臓 li‖ ki kegiatall
tertentu  dalarn  bidang  perekononlian,  pendidikan,  kesehatan,

keagamaan,kesenian,adat istiadat,dan keo:ahragaan nOnttprofesional.

d. Ke:ompok orang sebagairnana dirnaksud pada ayat (5) merupakan

kelompok orang yang Fnerniliki kepengurusan bersifat tetap,antara lain:

■. Rttkun Tetangga;

2. Rukun WaFga;

3. Badan Keswadayaan Masyarakat;

4. Perkurnpulan yallg bersifat niriaba.

(5)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagairnana dirnaksud da:am
Pasa:5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk

beFdaSarkan peraturan perundang‐ undangan.

(6)Organisas:  kemasyarakatan  sebagairnana  dirnaksud  daiann  Pasa1  5
httruf e,antara lain i

a` Maielis ulama indonesia(MU:ト

b. Forurn Kerukunan Umat Beragama(FKUB);

c. Korps cacat Veteran Repub:ik:ndonesia;

d. Palang Merah indonesia(PMり
;

e_ Kornite Oiahraga Nasioanalindonesia(KONi);

f.Praia Muda Karana(PRAMUKAl;

g. Tirn Penggerak Pemberdayaan daFI Keseiahteraan Keluarga(PKK).

(7)Hibah kepada organ:sasi kemasyarakatan tidak bo:eh d,pergunakan untuk
membiayai kegiatan o:ahraga profesiona:.

(8)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh Pemerintah
Kabupaten Konawe diberikan dalarn bentuk dana alokasi umum  (b!oCk
gFant) untuk membiayal kegiatan OpeFaSiOnal orgallisasi.

Pasa1 7

(■)Hibah kepada masyarakat sebaga:rnana diFnakSud dalam Pasa1 6 ayat
(5)diberikan  dengan persyaratan pa:ing sedikit:

a. menl:!iki kepengurusan yangjelas;dan

b. berkedudukan daiam wiiayah Kabupaten Konawe;

c.memil:ki sekretattat/kantOr;

d. tidak teriadi kOnfllk internal;

e. merni::ki/rnenguasai  tanah  yang  sah  apab‖ a  kegiatan  yang
diaiukan rllerupakan pekeriaan kOnstFukSi;

f.  merni:iki rekening bank atas nama iembaga/ organisasi/ instansi/

ke:ompok orang.

(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagairnana dirnaksud dalam Pasa:

6 ayat(7)diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sekurang



kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang
undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Konawe;

c. memiliki sekretariat tetap;
d. tidak terjadi konflik internal;
e. memiliky' menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang

diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
f. memiliki rekening bank aias nama organisasi kemasyarakatan;
g. memiliki AnEgaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.



Bagian Kedua

Penganggaran

Pasa1 8

(■)Pemerintah, pemerintah daerah :ainnya, perusahaan daerah, masyarakat
dan organisasi  kemasyarakatan dapat menyampalkan  usu:an  hibah

SeCaFa tettulis kepada Bupati dengan diiengkapi proposa:.

(2)PrOposal untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuati
a.latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umurn mengenai fakta‐

fakta   dan   perrnasalahan―permasa!ahan   yang   melatarbe!akangi

dilaksanakannya kegiatan dan diこ ガukannya usu:an hibah oleh calon
penerima hibah;

b.maksud  dan  tuiuan,  berisi  uralan  tentang  maksud  dan  tuiuan

di:aksanakannya kegiatan yang akan dibiayai o:eh dana hibah;

c.susunan kepenguFuSan(OFgarlisasi kemasyarakatan/ ke:Ompok orang),

berisi uralan tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/

kelompok orang yang mengaJukan usulan hibah;

d.domisili sekretariat ( organisasi kemasyarakatan/ ke10mpok orang ),

berisi ura:an    tentang   keberadaan/  alamat  sekretariat  dari

Organisasi kemasyarakatan/ ke10mpok orang yang ttengaiukan usu!an

hibah dan nomor te:epon yang dapat dihubungi semktunwaktu apabila

dibutuhkan;

e.betttuk kegiatan,berisi uraian tent― dng kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh calon penerima hibah;

f. jadwal  pelaksanaan  kegiatan,  berisi  uraian  tentang  waktu  dan

ternpat pe!aksanaan kegiatan yang akan di:aksanakan oleh calon
penerima hibah;

g.Rincian Kebutuhan Anggaran/RenCana Anggaran Biayaラ  berisi uralan
tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan

termasuk rincian kebutuhan bahan dan peraiatan serta kebutuhan iainnya;

h.tanda   tangan   dan   nama   lengkap  calon   peneFima   hibah

(pirnpinan/ketua)Serta stempe:/Cap organisasi/1embaga dengan diketahui

oleh RT/RW,Lurah dan Camat setempat.

(3)Apabila kegiatan yang diaiukan berupa pekeriaan kOnstruksi  maka rencana
anggaran biaya sebagairnana diFnakSud pada ayat(2)huruf g harus dibuat

dan ditandatangani Oleh badan hlJkunn atau perorangan yang menlilik:

kompetensi da:aFrl bidang kOnstruksi.

(4)PropOSal untuk perrnohonan hibah berupa barang paling sedikit rnemuat:

a.latar belakang, beFiSi uraian tentang gambararl umulll rnengenai fakta―

fakta  dan  perrnasalahan‐   perrnasa:ahan  yang  melatarbelakangi
diaiukannya usulan hibah o:eh calon penerima hibah;

b.rnaksud dan tuiuan,berisi uraian tentang maksud dan tuiuan diaiukannya

perrnohonan hibah o:eh calon penerima hibah kepada Pemerintah



Daerah Kabupaten Konawe;

●.susunan kepenguFuSan(Organisatt kemattarakatan/keloFnpOk Orang),

bettsi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/

kelompok orangyang mengaiukan usu:an hibah;

d.domisili sekretariat ( organisasi kemasyarakatan/ ke10mpok orang ),

berisi uraian    tentang  keberadaan/   alamat  sekretariat  dari

Organisasi hema$yaね kata畢/ kelornpok orang yang mengaiukan usula費
hibah dan nomoF telepon yang dapat dihubungi sewaktu‐ waktu apabila

dibutuhkan;

e=jenis dan Jurnlah barang yang d計nOhOn, beFiSi uFaian tentang jenis dan

iunl:ah barang yang diFnOhOn o:eh ca!on penerima hibah kepada
Pernerintah Daerah Kabupaten KonaweF

f. tanda  tangan  dan   narna  lengkap  calon   penerima   hibah

(pimpinan/ketua)serta Stempe1/cap organi餞 ls71embaga dengan diketahu:

oleh RT/RW,Luran dan camat setempat.

(5)8upati  menuniuk SKPD  terkait  untuk  melakukan  evaluasi  usulan
sebagalrnana dirnaksud pada ayat(■ ).

(6)Kepala sKPD terkait "bagalFnana dirrlaksud pada ayat(5)adalah SKPD
selaku penge:o:a hibah dan bantuan sosial yang menli:iki tugas dan fungsi

sebagaiFnana diielaSkan pada pasa:4 diatas.

(7)Evaluasi bertuiuan untuk:

a.mengetahu: kesesuaian antara harga dalam pЮ posal dengan standar

satuan haFga yang beriaku di lingkungan Perrlerintah Kota Bekasi atau

apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalanl standar

satuan harga,maka dapatrnenggunakan haFga paSaF yang ber:aku saat

itu;

b.mengetahul kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan seFta

kebけtuhan iainnva yang dipeFiukan dalarl peiaksanaan kegiatan dengall

jenis kegiatannyaニ

c.memastikan keberadaan organisasi kemasyarakata口 / ke10mpok orang
yang rnengaiukan uSulan hibah ltidak■ ktif);

d.FnemaStikan domisi:1/alamat sekretattat(organisasi kemasyarakatan/

ke:ornpok oFang)sebagalttatta teFCanturn dalaFll prOposa:yang dittu:0綺

oleh calon penerima hibah;

e.memastikan kegiatan yang akan dibiayal dengan dana hibah be:um

dilaksanakan oleh calon penerima hibah;

f“ meFninta dokumertn dokumen pendukung yang diperlukan sesual
kebutuhan,anね ra lain:

■. fotocopy Kart● Tanda penduduk ca:on penerima hibahF

2. 彙誠ocopy     dokutten     pendittan/pettbentukan     oFganiSasi
kemasyarakatan/ke10mpok orang atau penuniukan/pengangkatan

nota‖s/keputusan

ll

sebagai pengurus, dapat berupa akta



penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen
iainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani
oleh calon penerima hibah ( organisasi kemasyarckatan/kelompok
orang i;

4. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat bagi organisasi
kemasyarakatan;

5. fotocopy bukti kepemilikan/ pengluasaan tanah yang sah dan/ atau
surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh
Lurah,/Desa (apabila kegiatan yang diajukan merupakan
pekerjaan konstruksi) serta dilengkapi dengan foto;

6. fotocopy sertifikat keahlian atau sekurang:l<umngnya Surat Tanda
Tamat Belajar Sekolah Kejuruan jurusan bangunan atau sejenisnya
dari yang menandatangani Rencana Anggaran biaya (apabila
kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);

7. Fotocopy rekening bank atas Nama lembaga/
Organisas7instansi/ke10mpok yang specirnennya pirnpinan/ketua dan

bendahara.

8. Forrnat  Surat   Pernyataan  tidak  teriadi   kOnflik  internal

sebagaiFnana dirnaksud pada ayat(7)huruf f angka 3, dengan

fOFmat Sebagairnana teFCantum dalaFn Lampiran■ PeFaturan ini.

9. Kepaia SKPD terkait sebagairnana dirnaksud pada ayat(5)dan ayat

(6)rnenyampaikan  hasi:  eva:uasi  berupa  rekomendasi  kepada
Bupati melalui TAPD.

■0.Rekomendasi sebagairnana dirnaksud pada ayat(9)beriSi keterangan

Fnengenai ha卜 h―di sebagaiFFlana d貯 naksud pada ayat (7), dengan

disertai  kesirnpulan permohonan  hibah  dapat  disetuiui  atau

tidak  disetuiul,  dengan  format sebagairnana tercantum dalam

Lampiran 2 Peraturan ini.

■■.TAPD memberikan pertirnbangan atas rekomendasi sebagairnana

diFnakSud pada ayat(9)Sesuai dengan priOritas dan kemampuan

keuangan daerah.

Pasa1 9

(■)Rekomendasi kepa:a SKPD dan pert:rnbangan TAPD sebagaimana
dinlaksud dalam Pasa1 8 ayat(9)dan ayat(■ ■)rneniadi dasar pencantuman

a:okasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2)Pencantuman alokasi anggaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (■ ),

meliputi anggaran hibah berupa uang,barang dan/atau jasa.
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Pasal■O
(■)Hibah beFupa uattg sebagairnana dirnaksud dalam Pasa: 9 ayat (場
diangarkan dalam kelompok beiatta tidak langsun3 jenis be:atta hibah,

obyek be:anJa hibah,dan rincian obyek belanJa hibah pada PPKD.

(2)Obiek beiania hibah dan rincian obiek belatta hibah sebagairnana dirnaksud
pada ayat(⇒ meliputil

a.Pernerintan;

b. PemeFintah daerah iainnyal

c, Perusahaan daerah;

d.Masyarakat;dan
e.C)rganisasi kemasyarakatan.

(3)Hibah berupa barang atau jasa sebagairnana dirnaksud dalam Pasa:■ O ayat

(2)dianggarkan dalaFn ke10mpok belania langsung yang difOrFnulaSikan
kedalam progmm dan kegiatan,yang diuraikan kedaiam卜 nis belania barang

dan jasa, obyek belatta hibah barang atau iasa dan rincian obyek belania

hibah barang atau Jasa yang diserahkan kepada plhak ketiga/masyarakat
pada SKPD.

Pasal■■

(■)Hibah berupa uang sebagairnana dirnaksud da:am Pasal ■O ayat (■ )
dianggarkan dalern kelornp● k be:ania tidak :angsung,jenis be:ania hibah,
obyek belanJa hibah,dan rincian obyek belanJa hibah pada PPKD.

(2)Obiek beiania hibah dan ttncian obiek be:ania hibah sebagalFnana dirnaksud
pada ayat(■)rne:iputi:
an Peme甫 ntah;
b. Pemerintah daerah iainnyal

c. Perusahaar.daerah;
d. Masyarakat,dan
e. Organisasi kemasyarakatan.

(3)Hibah berupa barang atau jasa sebagairnana dirnaksud da:am Pasa:■ O ayat

(2)dianggaFkan dalarn kelompok belania langsung yang difOrrnu:asikan
kedalam program dan kegiatan,yang diuraikan kedaiam jenis be:ania barang

dan iaSa, obyek belania hibah barang atau jasa dan rincian obyek be!ania
hibah barang atau Jasa yang diserahkan kepada plhak ketiga/masyarakat
pada SKPD.

Pasal■2
(1)Kepa:a Daerah mencantumkan daftar nama penerirna,a:amat penerirna dan
besaran hibah dalam Larnp:ran Peraturan Kepala Daerah tentang Peniabaran
APBD.
(2)FoIIIIat Larnpiran Peraturan Kepala Daerah sebagaiFnana dirnaksud pada ayat
(■)tercantum dalam Lamp:ran I Peraturan Mente麗 ini,sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari PeratuFan Kepa:a Daerah tentarlg Pettabaran APBD.
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Bagian Ketiga

pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasai■3

(■)Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA‐ PPKD.

(2)PelakSanaan anggaran hiban berupa barang atau jasa berdasarkan atas
DPA SKPD.

Pasal■4

(■)Setiap pemberian hiban dituangkan dalarn NPHD yang ditandatangani
bersama oleh Bupati dan penerima hibah`

(2)NPHD sebagairnana dirnaksud pada ayat (■ ) paling sedikit memuat
ketentuan mengenai:

a=  pemberi dan penerima hibah;

b.  tlJuan pemberian hibah;

c.  besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

d.  hak dan kewaJlban;

e,  tata cara penyaluran/penyerahan hibah;dan

f.  tata cara pe!aporan hibah.

(3)Kepa:a daerah dapat menuttuk pttabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani NPHD.

(4)Da:am ha: penggunaan dana hibah yang diberikan akan di:akukan secara
swake:ola, peiabat yang dibe『i wewenang untuk menandatangani NPHD
adalah Peiabat Pembuat Korlnitrnen(PPK)pada BPKAD.

Pasal■5

(■)Kepala Daerah menetapkan daftar peneFirna hibah beserta besaran uang
atau lenis barang atau iaSa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepa!a

daeFah berdasarkan  peraturan  daerah  tentang APBD dan  peraturan

kepala daerah tentang penriabaran APBD.

(2)Daftar penerima hiban sebagairnana dirnaksud pada ayat(■ )rneniadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah.

(3)Penya:uran/penyerahan hibah dari Pemerintah DaeFah Kabupaten Konawe
kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(4)PenyeFahan Hibah berupa uang kepada perlerima hibah dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima Uang.

(5)Penyerahan Hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan
da!am Berita Acara Serah Terima Barang

(6)Perrnintaan pembayaran atas Belatta Hibah dapat dilakukan melalui
Surat Perrnintaan Pembayara奥 (SPP)Langsung(LS).

(7)Kepaia Badan Penge:。:aan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas

memproses perFnintaan pembayaran dan pencairan hibah berupa uang

sesua:peraturarl peFundangⅢ undangan.
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Pasa!■6

(■)PrOSes penlbayaFan atas belania hibah dilakukan melalui PPKD.

(2)Rencana Anggaran Biaya(RAB)dalam prOposal yang ditttukan menggunakan
data terbaru sesuai dengan kondisi di:apangan.

(3)Dalam  ha:  surnber  pendanaan  dari  kegiatan/pekeriaan  yang  akan
dilaksanakan lebih dari satu sunnber,RAB dirinci berdasarkan sumber dana.

(4)Kepala Badan PengeiOlaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara
Umum DaeFah dengan kelengkapan sebagai berikut:

a. Naskah Perianjian Hibah Daerah(berrnaterai);

b. Pakta integritas(berrnaterai);

c. Proposa: pengaiuan dari calon penerima hibah yang d‖ engkapi dengan

Surat Permohonan Pencairan Hibah;

d. Kwitansi berFnaterai cukup yang ditandatangani Oleh penerima hibah.

e. Dokumen‐dokumen pendukung pada saat evaluasi terhadap proposal
yang diaiukan Oleh pernohon dalam rangka penyusunan anggaran,antara

lain i

■. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;

2. Fotocopy     dOkumen     pendirianレ /pembentukan     organisasi

kemasyarakatan/ke:ompok orang atau penuniukan/pengangkatan

sebagai   pengurus,   dapat   berupa   akta   notaris/keputusan

penIJniukan/pengangkatan  sebagai pengurus atau dokumen iainnya

yang dapat dipertanggungiawabkan;

3. Fotocopy rekening bank atas nama :embaga/ Organisasi/ instansi/

kelompok   orang  yang  specirnennya   pirnpinan/ketua  dan

bendahara;

(5) PPK BPKAD memeriksa berkas SPP yang diaiukan Bendahara Pengeluaran
PPKD untuk diterbitkan SPM oleh Kepala BPKAD.

(6) SPM  beSerta  kelengkapan  dokumen  diaiukan  kepada  Kuasa  BUD
untuk diterbitkan SP2D yang dituiukan kepada pernohon Hibah.

(7) PemohOn H:ban dapat mencairkan SP2D tersebut ke Bank Persepsi yang
te:ah dituttuk.

(8) Untuk Sekretariat Daerah penandatangan nota penca:ran d‖ akukan oleh

Asisten Pernbarlgunan dan Kemasyarakatan.

Pasal■7

(■)Pengadaare barang dan jasa dala■ l rangka hibah sebagairnatta diF薔 akSud

dalam Pasa1 3 ayat(■)dilakukan me:alui:

a. Penyedia barang dan jasa;atau

b. Swake:ola。

(2)Jen燿3 pekettaan yang pengadaannya diiakukan melalui penyedia barang dan

iaSa yaitu:

a. Pengadaan barang;

b. Pengadaan iasa lainnya;



c. Pengadaan iasa kOnstruksi;

d. Pengadaaniasa kOnsu:tansi.

(3)JeniS pekettaan yang pengadaannya diiakukan me:alui swake:oia yaitu:

a. Pekeriaan  untuk meningkatkan  kemampuan teknis sumber daya
rnanusia;

b. Pekeriaan yang Operasinya rnemerlukan partisipasilangsung FnaSyarakat;

c. Pekeriaan yang tidak dirninati oleh pettyedia barang dan iasa;

d. Pekeriaan yang secaFa FinCi/detail tidak dapat dihitung/ditentukan

terlebih dahu:u;

e. Penyelenggara―dn diklat, kttFSuS, Senlinar, penyuluhan, dan kegiatan

SeieniS;

f.  Pekeriaan untuk proyek percontohan dan suⅣ ey yang bersifat khusus;

g. Pekeriaan Survey,pemrosesan data,penguiian,pengembangan sistenl;

h. Pekettaan industri Kreatif,inovatif dan budaya daiarn negeri.

(4)ProseS pengadaan barang dan iasa sebagairnana dirnaksud ayat(■ )di
atas,berpedoman pada peraturan perundang_undangan,dengan ketentuan:

a. di:akukan oleh SKPD,untuk hibah berupa barang/jaSa;

b. dilakukan oleh Kelompok Masyarakat untuk hibah beFupa uang
yang dilakukan secara swakelola;

c. dilakukan oleh PPKD untuk hibah berupa uang yang d‖ akukan
meialui penyedia barang/jasa.

(5)Pengadaan  barang dan iaSa oleh kelompok masyarakat dilakukan
deng`:セ !・: prinSip efektif, efisiel・ t, transpara!・ :, akuntal:,el, tidak `::[11:l.〔 riminatif,

terbuka dan bersaing.

(6)Penyaluran dana hibah untuk pekeriaan yang dilakukan secara swakelola
o!eh kelompok ttasyaFakat dilakukan secaFa bertahap, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. diberikan 40% dari keseturuhan dana apabi:a kelompok masyarakat

teiah siap melaksanakan swakeio!a;

b. diberikan  30%  dari  keseiuruhan  dana  apabiia  pekeriaan  telah

mencapal

30%;dan diberikan 300/O dari kese:uruhan dana apabila pekeriaan

telah mencapa1 60%.

(7)PengeCua‖ an teFhadap penyaluFan dana hibah sebagaiFnana dirnaksud ayat

(6)adalah untuk pemberian hibah sampai dengan Rp.■ 0.000.000,00 yang

dapat disalurkan sekaligus.

Bagian Keempat

Pe:aporan dan PertanggungiaWaban

Pasal■8

(■)Penerima hibah berupa uang menyampa:kan laporan penggunaan hibah
kepada kepala daerah rnelalui PPKD dengan tembusan SKPD teFkait.

(2)Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagairnana dirnaksud pada
ayat(■)pa‖ ng sedikit rnemuat:



a. Pendahuluan,  berisi  uraian  tentang gambaran  umurn  mengenai
pelaksanaan kegiatan yang telah di:akukan oieh peneFiFna hibah;

b. Maksud  dan  ttJuan,  berisi  uralan  tentang  maksud  dan  ttJuan

disusunnya iaporan penggunaan h:bah;

c. Hasil kegiatan,  berisi  uralan tentang has‖   kegiatan yang telah

dilaksanakan sesual dengan prOposal hibah yang telah diaiukan kepada

PemeFintah Daerah dan NPHD;

di Realisasi penggunaan dana, ber:si uralan tentang anggararl yang telah

dibelaniakan terrnasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk

membiayai kegiatarl yang teiah dilaksanakFdn SeSuai dengan proposal

hibah yang teiah diaiukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

dan NPHD;

e. Penutup,berisi uraian tentang ha卜 hal yang perlu untuk disampaikan o:eh

penerima hibah terkait dengan kegiatan yang teiah dilaksanakan;

f. Tanda tangatt dan nama lengkap penerima hiban (pirnpinan/ketua)

serta stempeソ cap Organisasァ lembaga;

g. Lampiran,berisi dokumentasi kegiatan yang telah d‖ aksanakan.

(3)Pellerima  hibah  beFupa  baFang  atau  jasa  menyampalkarl  laporan
penggunaan hibah kepada kepa:a daerah me:alui kepala SKPD terkait.

(4)LapOran penggunaan hibah berupa barang sebaga:rnana dirnaksud pada
ayat(3)pa‖ ng Sedikit memuat pettelaSan mengenai penggunaan hibah

berupa barang telah sesual dengan prOposal hibah yang telah diaiukan

kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Konawe  dan  ttPHD  tterta

ditandatangani oleh peneFima hibah.

Pasa■9

(■)Hibah berup―d uallg dicatat sebagai realisasijenis belatta hibah pada PPKD

da:am tahun anggaran berkenaan.

(2)Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai rea‖sasi obyek belania hibah

pada jenis be:ania barang daniasa dalarn prograrn dan kegiatan pada SKPD

terkait.

Pasa1 20

(■)PertanggungiaWaban pemerintah daerah atas pemberian hibah rTle:iputil

a.  usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;

b.  kepLltusan Bupatitentang penetapan daftaF penerima hibah;

c. NPHD:
d.  pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang

diterima akan digunakan sesuai dengan usulan propOsa:hibah yang telah

diaiukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;dan

e.  bukti transfer uang atas pemberianれ ibah berupa uang atau bukti serah

terima barang(Berita Acara Serah TeFima Barang)atas pemberian hibah

berupa barang.
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BAB:V
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu

Umum

(■)Pemerintah  daerah  dapat  memberikan  bantuan  sosial  kepada
anggOta/ke10mpok rnasyarakat sesuai kemampuan keuangan daeFah.

(2)Pemberlan  bantuan  sosial  sebagairnana  diFnakSud  pada  ayat (■ )

d‖akukan setelah  memprioritaskan    pemenuhan    belania    urusan

wajib   dengan memperhatikan asas keadi:an,kepatutan,rasiona‖ tas dan
manね at untuk『 nasyarakat.

(3)Asas keadilan sebagairnana dirnaksud pada ayat(2)adalah keseirnbangan
distribusi pembeFian bantuan sosia:.

(4)Asas kepatutan sebagairnana dirnaksud pada ayat(2)adalah tindakan atau
suatti sikap yang d‖ akukan secara waiaF dan propoFSiOnal.

(5)Asas Rasionalitas sebagairnana dirnaksud pada ayat(2)adalah bahwa
pemberian bantuan sosial harus dapat dina:ar dan diterima o!eh aka: dan

pikiran.

(6)Asas manfaat untuk masyarakat sebagairnana dirnaksud pada ayat(2)
adaiah bahwa pemberian bantuan sosial diutamakan untuk pemenuhan

kebutuhan masyarakat.

Pasa1 25

AnggOta/ ke10mpok masyarakat sebagairnana dirnaksud dalam Pasa1 24
ayat(■ )me:iputi:

a. individu, ke:uarga, da南 /atau rnasyaFakat yang mengalarni keadaan yang
tidak stab‖ sebagai akibat dari krisis sosial,ekonorni,politik,bencana atau

fenomena aiarn agar dapat rnemenuhi kebutuhan hidup rninirnunl;

b. :embaga nOn pemerintahan bidang pendidikan,keagamaan dan bidang:ain

yang berperan untuk melindungi individu,kelompok,dan/atau masyarakat

dari kernungkinan teriadinya res:ko sosial.

Pasa1 26

(■)Bantuan sosia:berupa uang kepada individu dan/atau ke!uarga sebagairnana
dirnaksud da:am Pasa1 25 huruf a,terdiri dari bantuan sosial kepada individu
dan/atttu keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

(2)Bantuan sOsial yang direncanakan sebagairnana dirnaksud pada ayat(■ )
dia!okasikan kepada individu dan/atau ke:uarga yang sLIdah jelas namaラ
alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

(3)Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagairnana
dirnaksud padtt ayat(■ )dia:OkQSikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial

ａｓａ

２４

Ｐ

ハ



yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apab:la
ditunda pettanganannya akan menirnbldlkan resiko sosial yang !ebih besar
bagiindividu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(4)Pagu  a!Okasi  anggaran  yang tidak dapat  direncanakan  sebeiumnya
sebagairnana dirnaksud pade ayat(3)tidak meiebihi pa.du alokasi anggaran
yang direncanakan sebagairnana dirnaksud pada ayat(2).

Pasa1 27

(■)Pemberian  bantuan sosiai sebagairlnana dirnaksud dalam  Pasa1  24
ayat(⇒ memenuhi kriteria paling sedikit:

a. selektif,

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan:

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecua:i dalann keadaan

tertentu dapat berkela鋼 製tan;

d. sesuaituiuan penggunaan.

(2)Kriteria selektif sebagairnana dirnaksud pada ayat(■ )huruf a diartikan
bahwa bantLlan SOsial hanya diberikan kepada ca:on penerima yang dit晰 薔kan

untuk me‖ ndungi dari kemungkinan resiko sosial.

(3)Kriteria persyaratan penerima  bantuan sebagairnana dirnaksud pada
ayat(■ )huruf b me‖ puti;

a. menliliklidentitas yangjelas sebagai penduduk Kabupaten Konawe;dan

b` berdomisi:ida:am wilayah kabupaten Konawe“

(4)KFiteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaiFnana dirnahsud
pada ayat(■ )huruf C diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib

dan tidak harus diberikall setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan

tertentu dapat berke:attutan.

(5)Keadaan tertentu dapat berkelaniutan sebagairnana dirnaksud pada ayat(4)
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran

sampal penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(6)Kriteria sesttai ttJiuan penggunaan sebagairnana dirnaksud pada ayat(■ )
huruf d bahwa tuiuan pemberian bantuan sosial rneliputi:

a. rehab‖ itasi sosia:;

b. periindungan sOsial;

c. pemberdayaan sosial;

d. jaFninan sosia:;

e. penanggulangan kerniskinan,dan

f. penangguiangan bencana.

Pasa1 28

(■)Rehab‖ itasi sosial sebagairnana dirnaksud da:am Pasa1 27 ayat(6)huruf a

ditttukan urltuk ntemulihkan dan mengettbarlgkan kemampuan seseoFang

yang menga:arni disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sOsia:nya

secara walar.

(2)Perlindungan sosiai sebagairnana dirnaksud da:am Pasa1 27 ayat(6)huruf b



dituiukan untuk mencegah dan menangani reslkO dari guncangan dan

kerentanan  sosial  seseorang9  ke:uarga,  kelompok  masyarakat  agar

keiangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar

mininla:.

(3)Pemberdayaan sosial sebagairnana dirnaksud dalanl Pasa1 27 ayat(6)
huruf c dituiukan  untuk  meniadikan  seseorang  atau  kelompok
masyarakat  yang mengalanli rnasalan sosial mempunyai daya,sehingga

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4)Jarninan sosial sebagairnana dirnaksud dalanl Pasa1 27 ayat(6)huruf
d meFupakan skema yang melembaga untuk mellianlin penerima bantuaFl

agar dapat rnemenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang iayak.

(5)Penanggu!angan kerniskinan sebagairnana dirnaksud dalam Pasa1 27 ayat

(6)huruf e merupakan kebiiakan, program dan kegiatan yang dilakukan
terlladap orang keluarga,ke:Ompok masyarakat yang tidak mempunya:atau

mempunyai sumberrnata pencaれ arian dan tidak dapat rnemenuhi kebutuhan

yang:ayak bagi kemanusiaan.

(6)Penanggulangan bencana sebagairnana dirnaksud da:am Pasa:27 ayat(6)
huruff rnerupakan serangkaian upaya yang d:tuiukan untuk rehabilitasi.

Pasa1 29

(■)Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diteFima langsung Oleh
penerima bantuan sosial.

(2)Bantuan sosiai berupa uang seb―dgairnana dirnaksud pada ayat(■ )adalah
uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa

bagi  anak nliskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan rniskin,

masyarakat:aniut usia,terlantar,cacat berat dan tuniangan kesehatan putra

putri pahiawan yang tidak rnampu.

(3)Bantuan sOsial berupa barang sebagairnana dirnaksud pada ayat (■ )
adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti

bantuan kendaraan operasional untuk sekolah :uar biasa swasta dan

rrlasyaFakat tidak Fnampu, bantuan perahu untuk nelayan nliskin, bantuan

makanan/pakaian kepada yatinn piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok

masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasa1 30

(■)AnggOta/ ke:Ompok masyarakat menyampalkan usulan tertulis kepada
Bupati dengan diiengkapi pFOpOsal.

(2)PropOSa: untuk permohonan bantuan sosial berupa uang pa‖ng sedikit

memuat:
a. Latar be:akang,berisi uraian tentang gambaran umurn mengenai fakta…

fakta  dan  perrnasalahan‐   perrnasalahan  yang  melatarbe:akangi
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dilaksanakannya kegiatan dan diaiukannya usulan bantuan sosiai oleh

caion penerima bantuan sosial;

b. Maksud  dan tlJuan,  berisi  uralan  tentang maksud dan  ttJuan

diaiukannya usulan bantuan sosial o:eh caion pener:ma bantuan sosia:;

c. Susunan  kepengurusan  (ke10mpok  masyarakat/  1embaga  nOn
pemerintahan), berisi uralan tentang susunan pengurus dari kelompok

masyarakat/ 1embaga nOn pemerintahan yang mengaiukan usulan

bantuan sosial:

d. Dornisili kelompok masyarakat/ 1embaga nOn pemerintahan, berisi

uralan tentang  keberadaan/  alamat  dari  kelompok  masyarakat/

:embaga non pemerintahan yang menttukan uSu:an bantuan sosia:

dan  nomor  telepon yang dapat dihubungi sewaktu・ waktu apabila

dibutuhkan;

e. Bentuk kegiatan/ renCana penggunaan dana, berisi u薇 ョ:an tentang

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial

atau rencana penggunaan dana oleh calon penerirna bantuan sosial;

f. Rincian Kebutuhan Anggaran/ Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian

tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan terrnasuk rincian

kebutuhan bahan dan pera:atan serta kebutuhan iainnya;

g. Tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial

(pirnpinan/ ketua) Serta stempe1/ Cap organisasi/ 1embaga (bagi
kelompok masyarakat)atau tanda tangan/ Cap iaFi bagl yang tidak

mampu tanda tangan/mpjari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan

nama lengkap ca10n pener:ma bantuan sosial(bagi anggOta masyarakat)

dengan diketahui o:eh RT/RW,Lurah/Desa dan Camatsetempat.

(3)PropOSal untuk perrnohonan bantuan sosial berupa barang sekurang_
kuFangnya rnemuat:

a, Latar belakang,berisi uraian tentang gambaran umurn mengenai fakta…

fakta dan permasalaha卜  permasalahan yang melatarbelakangi
d‖aksanakannya kegiatan dan diaiukannya usulan bantuan sosial oleh

calon penerima bantuan sosia:;

b. Maksud dan tuiuan, beFiSi  uraian tentang maksud dan tuiuan
diaiukannya usu:an bantuan sosial oieh calon penerima bantuan sosial;

c. Susunan  kepengurusan  (ke:Ompok  masyarakat/  iembaga  nOn
pemerintahan), beris: uraian tentang susunan pengurus dari kelompok

masyarakat/ 1embaga non pemerintahan yang mengaiukan usulan
bantuan sosial,

d. Donlisi:i kelompok masyarakat/ 1emabag nOn pemerintahan, ber:si

uralan tentang keberadaan/a:amat dari ke:ompok masyarakat/iembaga

non pemerintahan  yang  mengaiukan  usulan  bantuan  sosia:  dan

nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu‐ waktu apabila dibutunkan;

e. Jenis dan barang yang dirnohon,beris:uralan tentang ieniS dan barang

yang dirnohon o:eh calon penerima bantuan sosial;
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f. Tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial

(piFnpinan/ketua)setta stempe1/cap oFg―dnisasi/1embaga(bagi ke10mpok

masyarakat)atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda

tangan/capjari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap

calon penerima bantuan sosial(bagi anggOta masyarakat) dengan

diketahui oieh RT/RW,Lurah/Desa dan Carnat setempat.

(4)Kepa:a Daerah menuniuk  SKPD  terkait  untuk  melakukan  eva:uasi
usulan tertu:is sebagairnana dirnaksud pada ayat(⇒ .

(5)SKPD terkait sebagairnana dirnaksud pada ayat(4)ada:ah SKPD yang
mernillkitugas dan fung卜 i sebagairnana tercanturn dalam pasa1 4.

(6)Eva:uasi bertuiuan untuk:

a. mengetahui kesesualan antara harga dalann proposal dengan standar

satuan harga yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daemh atau apab‖ a
komponen yang d:butuhkan tidak terdapat dalarn standar satuan harga,

maka dapat rnenggunakan harga pasar yang berlaku saatitu;

b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan pera!atan dan bahan serta

kebutuhan  lainnya yang d:per:ukan  dalam  pelaksanaan  kegiatan

denganjenis kegiatannyal

c. memastikan  keberadaan  kelompok  masyarakat/  lembaga  nOn
pemerintahan yang mengaiukan usulan bantuan sosial(tidak fiktifl;

d.memas● kan domisili/ alamat an〔
=Ota/ ke10mpok masyarakat/1embaga non pemerintahan sebagairnana teFCanturn dalarn proposal yang

di:導 ukan oleh ca:on penerima bantuan soslal;

e. memastikan kegiatan yang akan dibiayal dengan dana bantuan sosial

belurn d‖ aksanakan oleh caion penerima bantuan sosial;

f. menlinta dokumen‐  dokumen pendukung yang d:perlukan sesuai
kebutuhan,antara lain:

■. fotocopy Kartu Tanda Penduduk ca:on pene‖ ma bantuan soslal;

2. fotocopy    dOk積 赫en    pendirian/    pembentukan    kelompok

masyarakat/  1embaga  non  pemerintahan  atau  penuniukan  /
pengangkatan sebagai pengurus, dapat   berupa   akta   notaris/

keputusan     penuniukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau

dokumen iainnya yang dapat dipertanggungiawabkan;

3. Fotocopy  rekening  bank  atas  nama  anggota  /kelompok
masyarakat/1embaga nOn pemerintahan vang specirnennya anggOta

masyarakat/pirnpinan/ketua dan bendahara.

(7) Kepala SKPD terkait sebagairnana dirnaksud pada ayat(4)menyampaikan
has‖ eva:uasi berupa rekomendasi kepada Bupatirne!alui TAPD.

(8) Rekomendasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (8) beriSi keterangan
mengenal ha卜hal sebagaiFnana diFnakSud pada ayat(6), dengan disertal



kesirnpulan perFnOhOnan bantuan sosial dapat disetuiui atau tidak disetuiui.

(9) TAPD memberikan pertirnbangan atas rekomendasi sebagairnana dirnaksud
pada ayat(9)Sesuai dengan priOritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasa:3■

(■) Rekomendasl  kepala  SKPD  dan  pertirnbangan TAPD sebagairnana
dirnaksud dalam Pasa1 30 ayat(8)dan ayat(9)rneniadi daSar pencantuman

alokasi anggaran bantuan sosial daiam rancangan KUA dan PPAS.

(2)  Pencantuman alokasi anggaran sebagairnana dirnaksud pada ayat(■ ),
me‖puti anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasa1 32

(■)Bantuan sosial berupa uang dianggaFkan dalarn keiompok belania tidak
iangsung,jenis beiatta bantuan sosial, obyek beiania bantuan sosiai, dan
rincian obyek belania bantuan sosial pada PPKD.

(2)C)biek belania bantuan sosial dan rincian obiek belania bantuan sosial
sebagairnana dirnaksud pada ayat(9 meliputi:

a. individu dan/atau keluarga;
b. masyarakat;dan
c. lembaga nOn pemerintahan.

(3)Bantuan sosiai berupa barang dianggarkan da:arn kelompok belania langsung
yang difOrmulasikan keda:arn program dan kegiatan,yang diuralkan kedalam
jenis be:ania barang daniasa,Obyek belania bantuan sosia:barang dan rincian

obyek belania bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasa1 33

(■)Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial
dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang
APBD dan peraturan kepala daerah tentang penJabaranAPBD.

(2)Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar
penerima bantuan sosiai yang tercantum dalam keputusan kepala daerah
sebagairnana dirnaksud pada ayat(■ ),keCuali bantuan sosial kepada individu
dan/atau ke:uarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagairnana
dirnaksud dalarn Pasa1 24.

(3)Penyaluran/penyerahan bantuan sosia: kepada individu dan/atau ke:uarga
yang tidak dapat direncanakan sebelurnnya sebagairnana dirnaksud da:am

Pasa1 24 didasarkan pada perrnintaan tertu‖ s dariind:vidu dan/atau keluarga
yang bersangkutan atau surat keterangan dari peiabat yang berwenang serta

mendapat persetuiuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

(4)Pencalran bantuan sosia: berupa uang diiakukan dengan cara pembayaran
:angsung(LS).

(5)Dalam hal bantuan sos:al berupa uang dengan nilai sampai dengan
Rp.5,000.000,00 (liFna luta rupiah)penCairannya dapat d‖ akukan mela:ui
mekanisme tambah uang(TU).
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(6)Penyaluran  dana  bantuan  sosial  kepada  penerima  bantuan
sebagairnana dirnaksud pada ayat (4)di:engkapi dengan kuitar.si
penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 34

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langSung, jenis belanja
bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek b,elanja berkenaan pada PPKD.

(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yanEl diformulasikan
kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang
dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga,/masyarakat, dan rincian obyek belanja
bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat
berkenaan pada SKPD.

(3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Pe:aksanaan dan Penatausahaan

Pasa1 35

(■)Peiaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA‐
PPKD.

(2)PelakSanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA‐

SKPD.

Pasa1 36

(■)Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosia:
dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan

peraturan kepa:a daerah tentang peniabaran APBD.

(2)Penya:uran/penyerahan   bantuan   sosial   didasarkan   pada   daftar
penerima bantuan sosial yang tercantum da:am keputusan kepaia daerah

sebagairnana dirnaksud pada ayat(■ ).

(3)Penyerahan bantuan sosia:berupa barang kepada penerima bantuan sosia:
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

(4)Pencairan bantuan sosia: berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran
:angsung(LS).

(5)ProseS pembayaran atas belania bantuan sosial dilakukan melalui SKPD.

(6)PemohOn menyampaikan surat permohonan pencairan bantuan sosial
beserta proposa:bantuan sosia:kepada SKPD sesuai bidang kewenangannya.

(7)SKPD melakukan verifikasi berkas dan mengaiukan nota pencairan
kepada Kepala Badan Pengeloiaan Keuangan dan Aset Daerah seiaku
Bendahara Umum Daerah dengan kelengkapan sebagai berikut:

a. Nota Pencairan daFi Kepala SKPD;

b. Berlta Acara Serah Terima Uang(berrnateral);

c. Pakta lntegritas(bermateFai);
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Surat keterangan transfer yang ditandatangani oleh mlon penerima
bantuan sosial (bermaterai);

Proposal pengAiuan dari calon penerima bantuan sosial yanE

dilengkapi dengan Surat Permohonan Pencairan Bantuan Sosial;
Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima bantuan
sosial;

g. Dokumen‐ dokけmen pendukung pada saat eva:uasi terhadap proposal

yang diaiukan Oleh pemohon dalarn Fangka penyusunan anggaFan,antara

iain;

■. Fotocopy Kartv Tattda penduduk calon peneriFna bantuan sosial:

2. Fotocopy     dOkumen     pendirlan/pembentukan     kelompok

masyarakat/lembaga non pemerintahan atau
penuniukan/penganglcatan sebagai penguFuS, dapat berupa akta

notaris/κeputusan penuttukan/pengangkatan sebagai pengurus atau

dokumen iainnya yang dapat dipertanggungiawabkan;

3. Fotocopy   rekening   bank   atas   nama   angota/ke10mpok

masyarakat/:embaga non pemerintahan yang specirnennya angOta

FnaSyarakaypiFnpinan/ketua dan bendahara;

(3)DalaFn hal bantuan sosial berupa uang dengan niiai sampai dengan
Rp5.000.000,00(:ima juta ruplah)per penerima bantuan sosia:pencairannya

dapat dilakukan melaluirnekanisme tambah uang(TU).

Pasa1 37

Pengadaan barang dan iaSa dalam rangka bantuan sosia: sebagalrnana

dimaksud da:am Pasai 3 ayat(a berpedoman pada peraturan perundang_

undangan.

Pasa1 38

(o'PKD meFnbuat rekap■ ulesi penyaturan bantuan sosial kepada indi宙 du
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebeluFnnVa SebagaiFnana
diFnaksud dalam Pasa1 32 paling iarnbat tang=a15 Jattuari tahun angaran
berikttya.

(2)Rekapitulasi sebagaiFnana dirnaksud pada ayat(■ )rnemuat nama penerima,
aiamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh rnasing_masing individu

dan/atau keluarga“

Bagian KeeFnpat

Pelaporan dan Pertan自 製ngiawaban

Pasa1 39

(■)Penerima bantuan   sosial   berupa   uang   menyampaikan   iaporan
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembLIsan

kepala SKPD teFkait.

(2)Lap。僣n pengtrnaan bantuan sosial berupa uang sebagaFrnana d:rnaksud

pada ayat(■)pa:ing sedikit memuat:

a, Pendahu:uan,  berisi  uraian tentang gambaran  umurn  menegenai
pe:aksanaan kegatan/penggunaan bantuan sosial yang te:ah d::akukan



oleh penerima bantuan sosial;
b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan iujuan

disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;
c. Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anEgaran yang

telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk
membiayai ke$iatan yang telah dilaksanakan sesuai denElan proposal
bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Konawe;

d. Penutup, berisi uraian tentang haF hal yang perlu untuk disampaikan
oleh penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan;

e. Tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (pimpinan/
ketua) serta stempe/ cap organisasy' lembaga ( bagi kelompok
masyarakat) atau tanda tangan/ cap jari bagi yang tidak mampu tanda
tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial ( bagi anggota
masyarakat).

(3) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

(4) Laporan penEgunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penglglunaan

bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal bantuan sosial
yanEl telah diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe serta
ditanda tangani oleh penerima bantuan sosial.

Pasal 4O

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan
sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosia! berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja
bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam proglram dan
kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 41
(1) Pertang€un$awaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial

meliputi:
a. Usulanlpermintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat

keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan

sosial;
c. pakta integlritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa

bantuan sosialyang diterima akan digunakan sesuaidengan usulan; dan
d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa

uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial
berupa barang.

(2) Pertanggun$awaban sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf b dan huruf
c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu danlatau keluarga yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya.
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Pasa1 42

(1り Penerima bantuan sosiai beFtanggungiaWab secara formal dan material atas

pengunaan bantuan sosia:yang diteFimanya.

(2)pertangttungiawaban penerima bantuan sosia:rneliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosia!:

b. su薇田L pemyataan tanggungiawab yang menvatakan bahwa bantuan sosial

yang diterirna telan digunakan sesuai dengatt usulan proposal bantuan

sosial yang te:ah diaiukan kepada PemeFintah Daerah Kabupaten

Konawe;dan
c. bukti,おukti pengeiuaran yang iengkap dan sah sesuai peraturan
perundang卜  undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang
termasuk kettiban pembayaran perpaiakan atau sa‖ nan bukti serah

teJma barang(Bettta Acara Serah Terma Baran』 bagi penettma bantuan

sosial berupa bamng

(3)Pe■anggungawaban sebagairnana dirnaksud pada ayat(2)huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Bupati rneialui PPKD/SKPD terkait ■(satu)
bulan setelah kegiatan selesal di:aksanakan dan paling:ambat tanggal■ 0

(Sepuluh)buian』antlaFi tahun anggaFan berikuinya,k∝ uali ditentukan iain

sesuai peraturan perundang_undangan=

(4)Pertanggungiawaban sebagalrnana dirnaksud pada ayat(2)hurtrf C disirnpan
dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosiai se:aku obyek pemeriksaan.

(5)Ketentuan mengenai pemeriksaaan/audit SebagaiFnana dirnaksud dalam
ketentuan Pasa1 2■ ayat(5)beriaku secara mutatis mutandis bagi penerima

bantuan sosial.

Pasa1 43

(■)Realisasi bantuan sosial berupa baFang dikOnversikan sesuai standar
akuntansl pemerintahan pada laporan rea‖ sasi anggaran dan diungkapkan
pada catatan atas iaporan keuangan da:am penyusunan iaporan keuangan
pernerintan daerah.

(2)ForFnat  kOnversi  dan  pengungkapan  bantuan sosial  berupa  barang
sebagalrnana dirnaksud ayat(■ )terCanturn pada peraturan bupatlini.
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BA3 V

開ONITORING DAN EVALUASI

Pasa:44

(⇒ SKPD terkait tte:akuttan monitoring dan evaluasi atas pettberian hiban dan

bantuan sosial.

(2)Hasii mOnitoring dan evaluasi sebagairnana diFnakSud pada ayat (旬
disampaikan kepada kepala daerah derlgan teFnbuSan kepada SKPD yang
mempunyaitugaS dan fungsi pengawasan.

Pasa1 45

Dalanl hal hasil rnonitoring dan evaluasi sebagairnana dirnaksud da:am Pasa144

ayat(2)terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesual

dengan usu:an yang telah disetuiui, peneFima hibah atau bantuan _ocial

yang   bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundanま

undangan.
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BAB V:

UヽlN‐LA:N

Pasa!46

(■)Tata    cara    penganggaran,    pe:aksanaan   dan    penatausahaan,
pertanggungawaban dan peiaporan serta monitoring dan eveluasi hibah dan

bantuan sosial diaturlebih ianiut dengan peraturan kepala daerah.

(2)Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apab:la
telah menetapkan peraturan kepaia daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat

(■).

(3)Peraturan kepala daerah sebaga:rnana dirnaksud pada ayat (■ ) harus
menyesuaikan dengatt Peraturan  Menteri ini, paling lambat sebelum
ditetapkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(4)Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur iain
dengan peraturan perundang_undangan, maka pengaturan pengelolaan
dirnaksud dikecualikan dari Peraturan Menteriini.
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BAB VII

KETESTIUAH PERALIHAilI

Pase,l47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Konawe Nomor L7 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pertanggungawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan
Bantuan Keuangan masih tetap berlaku untuk pengelolaan hibah dan bantuan
sosial dalam APBD Tahun AngElaran 2016.

b. Pengaturan tentang Belanja Subsidi alen diatur dengpn Peraturan
Bupati tersendiri.

c. Pengaturan tentang Belanja Bantuan Keuangan, selanjutnya diatur
sebagai berikut:
L. Belania Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diatur dengan

Peraturan Daerah tersendiri.
2. Belanja Bantuan Keuangan berupa Bantuan Keuangan kepada Propinsi,

Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah lainnya akan diatur dengan
peraturan tersendiri.

d. Tahapan penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
sehagaimana dimaksud dalam Pasal (8), Pasal {9), Pasal (3O} dan Pasal
(31) untuk APBD Tahun Anggaran 2AL2 dilengkapi sebelum Persetujuan
Bersanna antara Bupati dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2016.
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'111ロ ト   由

BAB V:‖

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, PeratuFarI Bupati Nomo『

Tahun 20■4 tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungiawaban subsidi,

Hiba染7 3antuan Sosial dan Bantuan Keuangatt dicabut dan d:nyatakan ti尋 ak
beriaku.

Pasa:49

Peratluran Bupatiini mulai beFlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat rnengetahuinya rnemerintahkan pengundangan Peraturan

Bupatiini dengan penempatannya dalarn Berita DaeFah Kabupatell Konawe.

Ditetapkan di     :Unaaha

Pada Tanggal     i 28 Agustus 20■ 5

BUPATI KONAWE,

KERY SAYFUL KONGGOASA

Diundangkan     :unaaha
pada tangga:     :28 Agustus 20■5

Plt.SEKRttARiS DAERAH

KABtJPATEN KONAWE,

H.R:DWAN LAMAROA

BER:丁A DAERAH NOMOR 204 KABUPATEN KONAWETAHUN 20■5
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